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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

engacu pada Visi dan Misi Kota Pariaman yang dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 

2018-2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman maka Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendukung 

pencapaian Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasiskan Smart City”.  

Dengan demikian, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 

sebagai berikut: 

Tujuan: Terwujudnya Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas 

Indikator Tujuan: Persentase Capaian Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM).  

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Indikator Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara, pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara 

(ASN) diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. 

Sesuai Perka BKN tersebut, Indeks Profesionalitas ASN diukur menjadi 4 dimensi 

yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. 

 Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai 

kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling 

tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari 

keseluruhan Pengukuran. 

 Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai 

riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan 

M 
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memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan  diperhitungkan 

sebesar 40% dari keseluruhan Pengukuran. 

 Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai 

penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada 

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan 

target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan 

diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan Pengukuran. 

 Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai 

kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS 

dan diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan Pengukuran. 

 

Adapun indikator sasaran dapat dijelaskan dengan formulasi sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutan tingkat profesionalitas dimaksud ditetapkan sebagai berikut: 

a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91–100;  

b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90; 

c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80; 

d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70;  
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e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. 

 

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Sumber 

Daya Manusia (SDM) Aparatur 

Indikator Sasaran: Indeks Penerapan Sistem Merit 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam 

Manajemen Aparatur Sipil Negara. Penilaian Sistem Merit diatur dalam 

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Sistem Merit 

dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah dilakukan 

berdasarkan aspek berikut ini: 

a. Perencanaan Kebutuhan meliputi ketersediaan perencanaan kebutuhan 

pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja serta diperinci menurut jumlah, 

jabatan, pangkat, kualifikasi dengan mempertimbangkan pegawai yang ada 

dan yang akan pensiun. Perencanaan kebutuhan diperhitungkan sebesar 

10% dari keseluruhan bobot penilaian. 

b. Pengadaan Pegawai, pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan 

kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, baik yang berasal 

dari calon PNS, PNS dari instansi lain dan PPPK. Pengadaan pegawai 

diperhitungkan sebesar 10% dari keseluruhan bobot penilaian. 

c. Pengembangan karier meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, 

pemetaan kompetensi, pembangunan talent pool dan rencana suksesi, 

serta peningkatan kompetensi dalam upaya mengatasi kesenjangan 

kompetensi dan kesenjangan kinerja. Pengembangan karier diperhitungkan 

sebesar 30% dari keseluruhan bobot penilaian. 

d. Promosi dan mutasi meliputi pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi 

secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan 

kinerja dengan mempertimbangkan pola karier dan rencana suksesi. 
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Promosi dan mutasi diperhitungkan sebesar 10% dari keseluruhan bobot 

penilaian. 

e. Manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi 

kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, 

identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk 

mengatasinya serta penggunaan hasil penilaian kinerja dalam membuat 

keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi, serta pendidikan dan 

pelatihan. Manajemen kinerja diperhitungkan sebesar 20% dari 

keseluruhan bobot penilaian. 

f. Penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta 

penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan kode 

perilaku pegawai ASN. Penggajian, penghargaan dan disiplin ini 

diperhitungkan sebesar 10% dari keseluruhan bobot penilaian. 

g. Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas 

diperhitungkan sebesar 4% dari keseluruhan bobot penilaian. 

h. Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam 

Manajemen ASN diperhitungkan sebesar 6% dari keseluruhan bobot 

penilaian. 

Adapun indikator sasaran dapat dijelaskan dengan formulasi sebagai berikut : 

Indeks penerapan sistem 

merit 
= 

(10%*jumlah nilai dari aspek perencanaan kebutuhan) + 

(20%*jumlah nilai dari aspek pengadaan pegawai) + 

(30%*jumlah nilai dari aspek pengembangan karier) + 

(10%*jumlah nilai dari aspek manajemen kinerja) + 

(10%*jumlah nilai dari aspek penggajian dan penghargaan) 

+ (4%*jumlah nilai dari aspek perlindungan dan pelayanan) 

+ (6%*jumlah nilai dari aspek sistem informasi) 

 

Hasil penilaian penerapan sistem merit menjadi dasar penetapan tingkat 

penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah yang meliputi: kategori, nilai, 

indeks dan sebutan. Tingkat penerapan Sistem Merit dimaksud ditetapkan 

sebagai berikut: 

1) Kategori IV, nilai 325-400, dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik;  

2) Kategori III, nilai 250-324, dengan indeks 0,61 – 0,8, sebutan baik;  
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3) Kategori II, nilai 175-249, dengan indeks 0,41 - 0,6, sebutan kurang; 

4) Kategori I, nilai 100-174, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk. 

 

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian 

Indikator Sasaran: IKM Pelayanan Administrasi Kepegawaian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur pada penilaian survei 

kepuasan masyarakat ini sebagai berikut: 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
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8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan Prasarana 

Sarana dalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 

(gedung). 

Pengolahan data metode SKM dilakukan menggunakan Pengukuran Skala Likert, 

adapun rumus sebagai berikut : 

 

Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

 

= 

Total dari Nilai Persepsi Per 

Unsur 

 

Total Unsur yang terisi 

X Nilai Penimbang 

 

 Nilai kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

(NI) 

Nilai Interval 

Konversi (NIK) 

Mutu Pelayanan 

(x) 

Kinerja Unit 

Pelayanan (y) 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 
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Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Pariaman 

Tujuan 
Indikator 

Tujuan  
Sasaran 

Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Kinerja Awal 

Periode(2018) 

Realisasi Target Awal Target Perubahan Kinerja 

Akhir 

Periode 

Unit Kerja 

2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Terwujudnya 

Sistem 

Manajemen 

SDM yang 

Berkualitas 

% Capaian 

Penataan  

Sistem 

Manajemen 

SDM 

  % - 10,50 7,40 7,50 9,00 11,00 9,00 11,00 13,00 13,00 

Bidang Mutasi 

dan Informasi, 

Bidang 

Pengembangan 

SDM dan 

Pembinaan 

Aparatur, 

Sekretariat 

  

Meningkatnya 

Profesionalitas 

Aparatur Sipil 

Negara 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

Skor - 33,12 41,86 45,6 50,2 58,0 47,1 52,4 61,5 61,5 

Bidang Mutasi 

dan Informasi, 

Bidang 

Pengembangan 

SDM dan 

Pembinaan 

Aparatur, 

Sekretariat 

  

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

manajemen 

Indeks 

Penerapan 

Sistem Merit 

Nilai - NA NA 150 170 180 160 170 180 180 

Bidang Mutasi 

dan Informasi, 

Bidang 

Pengembangan 

SDM dan 
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SDM Aparatur Pembinaan 

Aparatur, 

Sekretariat 

  

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kepegawaian 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Pelayanan 

Kepegawaian 

Skor - 

79,98 

(Baik) 

81,25 

(Baik) 

85,7 

(Baik) 

89,4 

(Baik) 

92,5 

(Amat 

Baik) 

85,7 

(Baik) 

89,4 

(Baik) 

92,5 

(Amat 

Baik) 

92,5 

(Amat 

Baik) 

Bidang Mutasi 

dan Informasi, 

Bidang 

Pengembangan 

SDM dan 

Pembinaan 

Aparatur, 

Sekretariat 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

ntuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan kebijakan yang akan 

dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Terwujudnya 
Sistem 
Manajemen 
SDM yang 
Berkualitas 

1. Meningkatnya   
Profesionalitas 
Aparatur Sipil 
Negara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peningkatan 
kualifikasi ASN 
melalui 
pendidikan 
formal 

 
 

1. Pengiriman tugas 
belajar dan 
pemberian izin 
belajar bagi ASN 

2. Menjalin kerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi terkait 
pendidikan formal 
lanjutan bagi ASN 
 

2. Peningkatan 
pada 
penempatan ASN 
sesuai 
kompetensi 

3. Menempatkan CPNS 
sesuai dengan 
formasi dan 
kualifikasi pendidikan 

4. Melakukan 
pengelolaan mutasi 
ASN sesuai 
kompetensi 

5. Meningkatkan 
keterampilan dan 
kompetensi ASN 
melalui pengiriman 
pegawai untuk 
mengikuti diklat 
struktural/fungsional/
teknis/bimbingan 
teknis sesuai jabatan 
dan tupoksi bagi ASN 

6. Melakukan analisa 
jabatan dan 
pemetaan jabatan 
melalui uji 
kompetensi sesuai 
kebutuhan dan posisi 
organisasi serta 
konsistensi 
penerapan standar 

U 
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2. Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Manajemen 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) 
Aparatur 
3. Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Kepegawaian 
 
 
 

kompetensi dalam 
penempatan pegawai 

3. Peningkatan 
pada kinerja ASN 

7. Melaksanakan 
Motivation Training 
(ESQ/leadership) 

8. Konsistensi pada 
penerapan Reward 
bagi pegawai yang 
berdedikasi tinggi  

4.   Peningkatan 

pada disiplin ASN 

9. Konsistensi 
penerapan 
Punishment bagi ASN 
yang melanggar 
disiplin 

10. Melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi terhadap 
disiplin pegawai 
secara berkala 

5. Peningkatan pada 

penerapan sistem 

merit 

 

 

11. Melakukan 
pemenuhan aspek 
penerapan sistem 
merit 

6. Peningkatan 

kualitas 

penyelenggaraan 

pelayanan 

administrasi 

kepegawaian  

12. Melakukan pelayanan 
administrasi 
kepegawaian secara 
cepat, tepat dan 
akurat 

13. Mengembangkan 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian berbasis 
teknologi informasi 
yang terintegrasi 
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Berdasarkan tabel diatas, maka strategi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah:  

1. Peningkatan kualifikasi ASN melalui pendidikan formal, memberikan kesempatan 

kepada seluruh ASN untuk meningkatkan pendidikan formal ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.  

2. Peningkatan pada penempatan ASN sesuai kompetensi, dilakukan dalam rangka 

percepatan pembangunan daerah dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga 

tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing ASN dapat terlaksana dengan 

baik. 

3. Peningkatan pada kinerja ASN, dengan cara penerapan reward agar lebih fokus 

dalam pencapaian kinerja atau prestasi kerja ASN tersebut. 

4. Peningkatan pada disiplin ASN dilakukan dengan memberikan pembinaan, 

penyuluhan dan penegakan disiplin bagi aparatur. 

5. Peningkatan pada penerapan sistem merit, dapat dicapai dengan pemenuhan 

kriteria dari 8 aspek sesuai dengan Peraturan Menteri Pengayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  40  Tahun  2018  Tentang Pedoman Sistem 

Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. 

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian 

dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan BKPSDM sebagai perangkat 

daerah yang melayani administrasi kepegawaian. 

 Untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut diatas, maka kebijakan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar bagi ASN, memberikan 

kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh ASN untuk dapat meningkatkan 

pendidikan formalnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

2. Menjalin kerjasama (MoU) dengan Perguruan Tinggi terkait pendidikan formal 

lanjutan bagi ASN sehingga ASN mudah melanjutkan pendidikan formalnya sesuai 

dengan kualifikasi pendidikannya. 

3. Menempatkan CPNS sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan sehingga tidak 

ada lagi pernyataan kekurangan pegawai dalam pelaksanaan program/kegiatan. 

4. Melakukan pengelolaan mutasi ASN sesuai kompetensi agar dapat melaksanakan 

program/kegiatan sesuai tupoksi jabatan. 
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5. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi ASN melalui pengiriman pegawai untuk 

mengikuti diklat struktural/fungsional/teknis/bimbingan teknis sesuai jabatan dan 

tupoksi bagi ASN agar kompetensi aparatur dapat dikembangkan. 

6. Melakukan analisa jabatan dan pemetaan jabatan melalui uji kompetensi sesuai 

kebutuhan dan posisi organisasi serta konsistensi penerapan standar kompetensi 

dalam penempatan pegawai agar kedepannya diupayakan dengan kompetensi yang 

dimiliki bukan hanya berdasarkan kebutuhan. 

7. Melaksanakan Motivation Training (ESQ/leadership) agar dapat mengubah mindset 

pegawai menjadi lebih baik. 

8. Konsistensi pada penerapan Reward bagi pegawai yang berdedikasi tinggi. 

9. Konsistensi penerapan Punishment bagi ASN yang melanggar disiplin. 

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin pegawai secara berkala. 

11. Melakukan pemenuhan aspek penerapan sistem merit sesuai peraturan yang 

berlaku. 

12. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat 

sesuai SOP. 

13. Mengembangkan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi 

yang terintegrasi agar memudahkan pegawai dalam pengurusan administrasi 

kepegawaiannya. 

  

 




















